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A. Latar Belakang

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial sejak
dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta
mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan
negara. Oleh karena itu, tidak ada setiap manusia atau pihak lain yang boleh
merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Bila anak itu masih dalam
kandungan orang tua dan orang tua tersebut selalu berusaha untuk menggugurkan
anaknya dalam kandungannya, maka orang tua tersebut akan diproses hukum
untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang melanggar hukum tersebut.
Apalagi anak yang telah dilahirkan, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai
hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi
harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut. Karena
hak asasi anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat
jaminan dan perlindungan hukum baik hukum Internasional maupun hukum
Nasional. Secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human
Right (UDHR) dan International on Civil and Political Rights (ICPR). Bahkan
hak asasi anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa, yang diatur
secara khusus dalam konvensi-konvensi Internasional khusus.*

Hak asasi anak diperlakukan berbeda-beda dari orang dewasa tersebut,
karena anak sejak masih dalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang
sampai menjadi orang dewasa, masih dalam keadaan tergantung belum mandiri
dan memerlukan perlakuan khusus baik dalam gizi, kesehatan, pendidikan,
pengetahuan, agama, dan keterampilan, pekerjaan, keamanan, bebas dari rasa
ketakutan, bebas dari rasa kekhawatiran maupun kesejahteraannya. Perlakuan
khusus tersebut berupa mendapatkan perlindungan hukum dalam mendapatkan
hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial maupun hak budaya yang lebih

baik. Sehingga begitu anak tersebut meningkat menjadi dewasa akan lebih

! Abdusalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, cet. 8, (Jakarta: PTIK,
2016), hal. 1.



mengerti dan memahami hak-hak yang dimilikinya, maka begitu anak tersebut
sudah tumbuh menjadi dewasa tidak akan ragu-ragu lagi dalam mengaplikasikan
dan menerapkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya
yang bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan.
Dengan demikian anak yang sudah meningkat dewasa tersebut sebagai generasi
penerus masa depan akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat baik bagi
kelaurga, masyarakat, bangsa dan negara.’

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan
penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek
pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan
suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti
melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia
seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Anak merupakan anugerah Allah SWT
dalam penciptaan awal manusia Allah SWT menciptakan adam tanpa
pendamping. Kemudian pada tahap berikutnya Allah menciptakan Hawa sebagai
pasangan hidup yang menemani Adam yang sendirian. Dari pasangan Adam dan
Hawa itulah, Allah SWT memberikan keturunan anak-anak yang banyak,
sebagaimana firman Allah SWT:
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Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan
memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman
kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah” (An-Nahl (16): 72)

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar
kelak dapat berpatisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.
Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun

2Ibid., hal. 2.



1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas
pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan.
Anak berhak atas perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau
menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. *Kedua ayat tersebut
memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk
mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan
anak.

Secara garis besar orang tua ingin memberikan sesuatu yang bermakna
tanpa mengharapkan imbalan. Hal itu dapat dilakukan dengan memberikan
kebahagiaan kepada anak, mencukupi kebutuhan anak baik kebutuhan fisik
maupun psikis. Setiap orang tua harus memiliki tanggung jawab dalam mendidik
anak, sehingga pendidikan yang dilaksanakan tidak lagi didasarkan kepada
pendidikan dengan sistem keturunan yang diajarkan dari kebiasaan yang dilihat
orang tua. Akan tetapi, pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pendidikan
modern yang sesuai dengan perkembangan zaman, yakni pendidikan duniawi dan
akhirat. Pendidikan duniawi dapat ditempuh melalui pembelajaran yang bersifat
umum, sedangkan pendidikan akhirat yakni pendidikan keagamaan melalui
pembelajaran dengan cara menjalankan syariat agama Islam. Tanggung jawab
pendidikan yang menjadi beban orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan
dalam upaya:*

a. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan
alami untuk dilakukannya, karena anak memerlukan makan, minum dan
perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.

b. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun
rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat

membahayakan dirinya.

®Nasriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, cet. 3, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), hal. 1.

“Novia Yusmaniar, “Upaya Orang Tua Dalam Membimbing Anak Melaksanakan Ibadah
Di RW 08 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang-Bogor”, (Skripsi: Fakultas Ilmu Tarbiyah
dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hal. 23.



c. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia dewasa mampu berdiri
sendiri dan membantu orang lain serta melaksanakan kekhalifahan.

d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan
agama sesuai dengan ketentuan Allah swt sebagai tujuan akhir hidup muslim.
Tanggung jawab ini juga dikategorikan sebagai tanggung jawab kepada Allah
SWT.

Dalam Islam anak yang melakukan tindak pidana untuk penjatuhan sanksi
dan hukuman dlihat dari unsur-unsur jarimah. Seorang anak tidak akan dikenakan
hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tidak ada tanggung
jawab hukum atas seorang anak yang berusia berapapun sampai dia mencapai
umur puber, Qodhi hanya akan tetap berhak untuk menegur kesalahannya untuk
menetapkan beberapa batasan baginya yang akan membentu memperbaikinya dan
menghentikannya dari membuat kesalahan lagi di masa yang akan datang.
Menurut syari’at Islam pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara,
yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Sehubungan dengan
kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan masa yang dilalui dalam kehidupannya. Unsur-unsur jarimah dalam
hukum pidana Islam, yaitu:

a. Adanya nas (ketentuan) yang melarang dan mengancam dengan hukuman.
b. Perbuatan tersebut benar-benar telah dilakukan,
c. Orang yang melakukan adalah orang yang cakap (mukallaf) yaitu baligh dan

berakal.

D1 dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan: “UU No. 3
Tahun 1997 tentang Peradilan anak dimaksudkan untuk melindungi dan
mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong
masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak
agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang
mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat,

bangsa, dan negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek



dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung
merugikan anak. Selain itu, Undang-Undang tersebut sudah tidak sesuai lagi
dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan
hukum.Salah satu perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan dengan
upaya diversi. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 telah diberikan tafsir autentik
pada pasal 1 angka 7, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses
peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak. Akan tetapi, dalam Naskah
Akademik RUU Sistem Perlindungan Anak dikemukakan bahwa diversi adalah
salah satu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan
tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara
tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana korban yang difasilitasi oleh
keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa,
atau hakim.®

Berbeda halnya dengan Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014/Pn.Lmg.,
Penulis melihat bahwa tidak adanya penerapan diversi pada tahap penyidikan dari
tindak pidana anak. Kasus ini terjadi di daerah Lamongan pada tanggal 7 maret
2014, atas nama Mohammad Lutfan Bin Lasimin berusia 15 tahun pada jam
13.00 WIB dengan korban Berliana Anggi Anggraini Binti Moh. Solikhan berusia
15 tahun, bertempat di rumah saudara Jamaludin di Desa Pulo, Kecamatan
Tikung, Kabupaten Lamongan. Terdakwa dengan sengaja melakukan tipu
muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk korban untuk melakukan
persetubuhan dengannya. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bahwa sebelumnya Terdakwa
juga telah melakukan hal yang sama pada tanggal 22 Februari 2014, tanggal 25
Februari 2014, dan tanggal 4 maret 2014 bertempat dirumah terdakwa. Setelah
kejadian kasus ini, keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membuat

pernyataan bahwa akan menyelesaikan perkara ini dengan cara kekeluargaan dan

°R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, cet 1, (Jakarta:Sinar Grafika,
2016), hal. 45

®Ibid., hal.47



tidak menuntut terdakwa. Akan tetapi, tidak adanya upaya diversi dalam tahap
penyidikan walaupun dari pihak keluarga telah ada kesepakatan perdamaian dan
tidak menuntut terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis ingin mengetahui penerapan diversi
pada tahap penyidikan sesuai Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 Tentang
Sistem Peradilan Anak. Penulis juga ingin mengetahui pertimbangan Majelis
Hakim pada kasus ini dan penulis ingin melihat pandangan islam terhadap
pandangan diversi dalam tahap penyidikan kasus tindak pidana asusila yang
dilakukan oleh anak dibawah umur. Oleh Karena itu penulis tertarik untuk
menulis skripsi yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP
PENYIDIKAN SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
182/PID.SUS/2014/PN.LMG)”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan diversi pada tahap penyidikan dalam Putusan
Nomor: 182/Pid.Sus/2014 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Anak?

2. Bagaimanakah pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
upaya diversi tindak pidana dilakukan anak di bawah umur pada Putusan
Nomor 182/Pid.Sus/2014 jo Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2014 jo Putusan
Nomor 776 K/PID.SUS/2015 ditinjau dari Undang Undang Nomor 11 tahun
2012?

3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penerapan diversi pada tahap

penyidikan dalam kasus tindak pidana anak?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan yang hendak dicapai, yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan diversi pada tahap penyidikan telah ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak pada
Putusan Nomor: 182/Pid.Sus/2014.



2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara
upaya diversi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada
Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2014 jo Putusan Nomor 01/Pid.Sus-An/2014 jo
Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015 ditinjau dari Undang Undang Nomor 11
tahun 2012

3. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap penerapan diversi pada tahap

penyidikan dalam kasus tindak pidana anak

Adapun manfaat yang hendak didapat, yaitu:

1. Secara teoritis
Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan ilmu
pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran
diversi di peradilan anak tentang kasus asusila yang dilakukan anak dibawah
umur

2. Secara praktis
Manfaat penelitian ini secara praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat
bermanfaat bagi masyarakat, dapat menjadi masukan bagi para penegak
hukum, praktisi maupun pengembang ilmu hukum dalam hal ini tentang diversi

di peradilan anak

D. KERANGKA KONSEPTUAL
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan.’
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.®

"Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, UU No 23 Tahun 2002, Pasal 1
ayat (1).

®Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (2).
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Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri,
atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya,
atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan
derajat ketiga.’

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau
ayah dan/atau ibu angkat.™

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan
kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.™

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara
Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai
dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.*?

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan
hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi
saksi tindak pidana.*®

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak
korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang
disebabkan oleh tindak pidana.’®

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan

®Indonesia, loc.cit., Pasal 1 ayat (3).

%Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (4).

“Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (5).

Indonesia, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Anak, UU No 11 Tahun 2002,

Pasal 1 ayat (1).

BIndonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (2)
“Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (3).

Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (4).



11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

E.
1.

pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*°

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan
melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang
terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan
pembalasan.’

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan
pidana ke proses di luar peradilan pidana.®

Penyidik adalah penyidik anak.™

Penuntut umum adalah penuntut umum anak. 2°

Hakim adalah hakim anak.?

Hakim Banding adalah hakim banding anak.?

Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak.?®

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode
penelitian yuridis normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah
metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.?*Metode penelitian
yuridis normatif juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini
sering kali hukum di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan

®Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (5).
YIndonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (6).
Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (7)

YIndonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (8).
®Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (9)

“Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (10)
Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (11)
“Indonesia, loc. cit., Pasal 1 ayat (12)

#Soerjono Soekanto dan Sri Mudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

cetakan ke-11. Hal. 13-14
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perundang-undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaedah atau
norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang

dianggap pantas.

2. Jenis data
Mencakup bahan-bahan:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

4) Peraturan Pemerintan Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun

5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang menjelaskan mengenai bahan
hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar
atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus di antaranya
jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, dan media massa.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman

dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Metode pengumpulan data
Data yang diperlukan dalam peneltian ini dikumpulkan melalui studi dokumen
atau bahan pustaka. Studi dokumen yaitu dengan melihat buku literature, bahan
kuliah, dan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam
penelitian. Sebagai pelengkap dari data sekunder maka penulis menambahkan
data primer melalui wawancara dengan Polisi dan Hakim.

4. Metode penyajian dan Analisis data
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Dalam penyajian dan analisis data ini penulis menggunakan data kualitatif
deskriptif. Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian
yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. *°

F. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB | PENDAHULUAN.

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan,
sistematika penulisan.

BAB 1l TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN DIVERSI TERHADAP TINDAK
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Dalam bab ini membahas tinjauan pustaka mengenai tindak pidana yang
dilakukan oleh anak, konsep diversi, Restorative Justice.

BAB Il ANALISIS PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN
DAN PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam bab ini membahas mengenai jawaban dari rumusan masalah yang
ada yaitu, pertimbangan Hakim dalam memutuskan.

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIVERSI.

Dalam bab ini membahas mengenai pandangan Islam mengenai Diversi.
BAB V KESIMPULAN.

Dalam bab kesimpulan ini merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi
intisari dari pembahasan ilmu dan pembahasan agama yang dapat menjawab

rumusan masalah secara singkat serta saran-saran.

%3perjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia
(Ul-Pres, 2014), hal. 32.
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